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NOMOR 7 TAHUN 2013

TEl,jTAlic

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI DAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSU},ISER DAR] ANC,GARAN PENDAPATAN DAN BELAN]A DAERAH

PROVINSI GORONTALO

i . . + : . . | . - ' n .
r r t r r  r l  i  i uo r  t g  ,  o ,

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

b,ahwa berdasarkan ketentuan Pasal i33 ayat (3) Peraturarr ?"tenteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagairnana te{ah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, perlu

mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi dan

bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;
bahwa berdaserkan pertJmbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Goront-alo;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3298):

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2044 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 48,14);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20A4 Nomor 726, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim laminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 4456);

9, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuanqan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
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Menetapkan

',-.. ?e;ai';;a; le;e;;ntah lioi;;r 7i Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tarnbahan Lernbaran Negara Repub{ik Indonesia Nomoi.
5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan penerimaan Hibah (Lembaran
Negara Repubfik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

L7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012 tenlang
Perubahan Kedua Atas peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03
Seri E);

MEMUTUSMN:

TATA CARA PEN1BERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI DAN
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGAMN PENDAPATAN
DAN BELAN]A DAEMH PROVINSI GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah provinsi Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah provinsi Gorontalo.
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7 .

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didatamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

B. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang
melaksanakan pengelolaan APBD.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna
anggaran/barang.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh
sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan kepala daerah dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai

dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD

adalah rencana kerja anggaran badan/dinas/biro selaku Bendaharawan
Umum Daerah.

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah perencanaan dan pengganggaran yang berisi program, kegiatan
dan anggaran SKPD.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan/dinas/biro
selaku Bendaharawan Umum Daerah

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna
anggaran.

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh Bendaharawan Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

16. Dewan Penvakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga peruakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

17. Subsidi adalah pemberian uang dari pemerintah daerah untuk bantuan
biaya produksj kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

9.
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18. Bantuan Keuangan adalah pemberian berupa uang dari pemerintah daerah
kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah provinsi kepada
pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka p€merataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan.

19. Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintah kecamatan, kelurahan dan
desa adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk tunjangan kinerja
daerah.

20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota
masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam
rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik
lndonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non
pemerintah yang bersifat nasional yang dibentuk berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

21, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang diGtapkan
dengan peraturan daerah.

22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna

anggaran dalam metaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD sesuai
Surat Keputusan Gubernur.

23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya sesuai
Keputusan Gubernur.

24. SKPD Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan
fungsinya beftanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan belanja
subsidi dan bantuan keuanqan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pengganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan
evaluasi pemberian subsidi dan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD
Provinsi Gorontalo

Pasal 3
Subsidi dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa
uang.
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BAB III
SUBSIDi

Bagian Kesatu
pemberian Subsidi

Pasal 4
(1) Pemerintah Daerah provinsi Gorontaro dapat memberikan subsidi sesuai

Kemampuan keuangan daerah.
(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk

membantu harga jual produksiljasa yang dihasilkan oleh
perusahaan/lembaga agar tersedia dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

(3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dapat diberikan
kepada perusahaan/lembaga dalam rangka kegiatan yang menunjang
penyerenggaraan pemerintah dan pembangunan di wilayah provinsi
Gorontalo.

Pasal 5
(1) Subsidi dapat diberikan kepada perusahaan/Lembaga tertentu yang

berbadan hukum.
(2) subsidi hanya dapat diberikan atas persetu;uan Gubernur merarui

rekomendasi SKpD Teknis.
(3) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

adalah perusahaan lembaga yang menghasilkan produk atau jasa
pelayanan umum yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
pengganggaran

Pasal 6
(1) SKPD Provinsi Gorontalo atas persetujuan Gubernur sesuai proposal

rincian, telaahan dan kemampuan keuangan daerah dapat mengusulkan
pemberian subsidi kepada perusahaan/ lembaga tedentu dalam rangka
membantu kebutuhan masyarakat di provlnsi Gorontalo.

(2) Atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka oleh TAPD
Provinsi Gorontalo menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi
dalam rancangan APBD atau perubahan ApBD.

(3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah anggaran berupa uang.

Pasal 7
Pengganggaran subsidi dicantumkan Pada RKA-PPKD

Pasal B
(1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dianggarkan dalam

kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, obyek dan rincian
obyek belanja berkenaan pada PPKD.
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(2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan
lembaga penerima dan besaran subsidi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Dan Penatausahaan

Pasal 9
(1) Subsidi dilaksanakan setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD

atau Perubahan APBD
(2) Pelaksanaan anggaran subsidi uang berdasarkan atas DpA-ppKD.

pasal 10
(1) Setiap pemberian subsidi dituangkan dalam kontrak kerjasama antara

Gubernur dan perusahaan/lembaga penerima subsidi.
(2) Kontrak kerjasama paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

a. pemberi dan penerima subsidi;
b. nomor pokok wajib pajak (NpWp) penerima subsidi;
c, tujuan pemberian subsidi;
d. besaran/rincian penggunaan subsidi yang akan diterima

perusahaan/lembaga;
e. hak dan kewajiban;
f. tata cara penyaluran/penyerahan subsidi;
S. nomor rekening Bank.

(3) Gubernur dapat mendelegasikan pejabat daerah yang diberi
kewenangan untuk menandatangani kerjasama.

(4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepala SKpD Teknis
yang melakukan kerjasama dengan perusahaan/lembaga penerima
produk dan jasa yang akan dikerjasamakan.

Pasal 11
(1) Gubernur menetapkan perusahaan/lembaga besefta besaran uang yang

akan disubsidi dengan keputusan kepala daerah berdasarkan oeraturan
daerah tentang APBD/perubahan ApBD provinsi Gorontalo.

(2) Penetapan perusahaan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar penandatanganan pelaksanaan kerjasama subsidi.

(3) Pemberian/penyerahan subsidi dari pemerintah daerah kepada penerima
subsidi di lakukan setelah penandatanganan kerjasama.

Pasal 12
(1) KPA dan PPTK belanja subsidi dapat melakukan proses pencairan dana

setelah menerima permohonan pencairan dana subsidi dari sKpD Teknis
atas persetujuan PPKD.

(2) Proses pencairan diawali dengan penandatanganan kwitansi pencairan
dana dan administrasi lainnya yang digunakan dalam proses pencairan.

(3) Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan kontrak
kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
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(4) Pencairan subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung
(LS) dari Kas Umum Daerah Provinsi Gorontalo ke Perusahaan/lembaga
penerima subsidi, dan atau dari Kas Umum Daerah ke Bendahara
Pengeluaran SKPD teknis terkait.

(5) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Kas Umum Daerah ke
Bendahara Pengeluaran SKPD teknis hanya dapat dilakukan apabila
tertuang dalam kontrak keflasama yang teiah ditandatangani.

(6) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tersebut
dapat dilakukan bertahap atas pertimbangan PPKD.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 13
Perusahaan/lembaga penerima subsidi menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Gubernur Cq
Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan danlatau melalui
kepala SKPD teknis yang melaksanakan ke{asama, paling lambat 30 hari kerja
setelah tanggal penerbitan SP2D.

Pasal 14
Subsidi uang kepada Perusahaan/lembaga dicatat sebagai realisasi jenis
belanja subsidi pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 15
Peftanggungjawaban KPA dan PPTK atas pemberian subsidi terdiri atas:
a. Perjanjian kedasama yang telah ditandatangani oleh kepala SKPD dan

pihak yang melakukan kerjasama.
Surat Keputusan Gubernur penetapan perusahaan/lembaga penerima.
BuKi transfer uang atas pemberian subsidi/pemindahbukuan rekening.
Permohonan pencairan dana dan kwitansi pendukung yang telah
ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 16
(1) Penerima subsidi bertanggungjawab secara formal dan material terhadap

penggunaan subsidi yang diterima berdasarkan perjanjian kerjasama.
(2) Pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi bukti-bukti perbandingan

perhitungan atas produk atau jasa yang akan disub$di dan pengeluaran-
pengeluaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan
dipergunakan oleh penerima subsidi selaku obyek pemeriksaan.

b.
C

d.
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(4) Pertanggungjawaban subsidi yang proses pencairan dananya merarui
bendahara pengeluaran SKpD, bukti_buKi pengeruaran disimpan pada
SKPD yang bersangkutan dan menjadi obyek pemeriksaan.

Pasal 17
Rearisasi subsidi dicantumkan pada raporan keuangan pemerintah daerah
Provinsi Gorontalo dalam tanun anggaran berkenaan.

BAB IV
BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
pemberian Bantuan Keuangan

Pasal 18
(1) Pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan keuangan kepada

kabupaten/kota sesuai kemampuan keuangan daerah dan merupakan
kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana yang diatur daram
peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana ayat (1) ditujukan dalam
rangKa pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan untuk
menunjang program dan kegiatan pemerintah provinsi di kabupaten/kota,
kecamatan maupun kelurahan/desa.

(3) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana ayat (1) diberikan oreh
pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk:
a. bantuan keuangan yang bersifat umum; dan
b. bantuan keuangan yang bersifat khusus.

Pasal 19
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal lB ayat (3)
huruf a adalah bantuan keuangan diperuntukkan dan penggunaannya
diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota penerima
Dantuan.
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (3) huruf
b adalah bantuan keuangan dimana peruntukkan dan penggunaannya
diarahkan/ditentukan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bagian Kedua
Pengganggaran

Pasal 20
Pemerintah kabupaten/kota dapat menyampaikan usulan bantuan
keuangan secara tertulis kepada Gubernur.
Gubernur dapat mendelegasikan SKPD Teknis untuk melakukan evaluasi
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

( 1 )

(2)

( 1 )

(2)
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(3) Kepaia SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayai (2) menyampaikan
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur metalui TAPD.

(4) -, APD membei'ikan petimbangan atas iekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daei'ah.

Pasal 21
(i) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar
pencaniuman alokasi anggai-an bantuan keuangan dalam i.ancangan
Peraturan Daerah tentang ApBD maupun perubahan ApBD.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) ,yang
meliputi bantuan keuangan yang bersifat urnum maupun bantuan
keuangan yang bersifat khusus anggarannya dicantumkan dalam
RKA-PPKD.

(3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar
penganggaran bantuan keuangan dalam ApBD/perubahan APBD sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
(1) Bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang

bersifat khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis
belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota rincian obyek
berkenaan pada PPKD.

(2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan
nama kabupaten/kota penerima dan besaran bantuan keuangannya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 23
(1) Bantuan keuangan dilaksanakan setelah penetapan peraturan daerah

tentang APBD atau Perubahan APBD.
(2) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan kepada kabupaten/kota

berdasarkan DPA-PPKD.

Pasal 24
(1) Penerima bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus mengisi

format:
a. Format I yaitu Surat Pernyataan Pemerintah Daerah untuk

memasukkan dalam APBD yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota
dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
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b. Format II laitu surat pernyataan pemerintah Daerah penerima
Bantuan Keuangan Khusus ditandatangani oleh Bupati/Walikota.

(2) Daram har peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota berum
memuat bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus maka
Bupati/walikota wajib mencantumkan format Lampiran I peraturan
Gubernur ini.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus harus mencantumkan surat
Pernyataan format Lamp,ran II peraturan Gubernur jni.

(4) Bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah bantuan yang proses pencairan dananya
melaiur kas umum daerah Kabupaten/Kota penerima.

(5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kecamatan
dan desa yang penggunaannya ditetapkan oleh pemerintah provinsi,
pencairannya merarui kas umum daerah ke rekening bendahara
oengeluaran SKpD teknrs.

Pasal 25
ii) Guberni.ir menetapkan pengeroraan, besaran anggaran untuk bantuan

keuangan bersifat umum, dan anggaran sefta program dan kegiatan untuk
bantuan keuangan yang bersiiat khusus dalam Keputusan Gubernur.

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah
Kabupaten/Kota dilakukan setelah ditandatanganinya surat pernyataan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan/atau ayat (2).

Pasai 26
(1) KPA dan PPTK belanja bantuan keuangan dapat melakukan proses

pencaii'an dana setelah menerima permohonan pencairan dana
pemerintah kabupaten/kota, maupun SKpD teknis yang bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah kecamatan dan desa
atas persetujuan PPKD.

(2) P!'oses pencai!'an Citandai dengan penandatanganan kwitansi pencairan
dana dan administrasi lainnya yang digunakan dalam proses pencairan.

(3) Pencairan bantuan keuangan yang bersifat umum danlatau khusus
dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui rekening
kas daerah kabupaten/kota penerima_

(4) Pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah
kecamatan dan desa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung
(LS) melalui rekening kas pengeluaran SKPD teknis.

(5) Pencairan dapat dilakukan secara bertahap yang akan diatur lebih lanjut
dalam Keputusan Gubernur.
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P;sal 27
Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka bantuan keuangan berpedoman
pada ketentuan pei-etui-an perirndang-unCangan.

Bagian Keempat
Peiaporan dan peitdnggungjawaban

Pasal 28
(1) Penerima bantuan keuangen 'iang bersifat umum menyampalkan iaporan

penggunaannya kepada Gubernur melalui ppKD.

{2) Penerima bantuan keuangan yang benifat khusus rnenyampaikan laporan
pen99unaannya kepada Gubernur melalui SKpD teknis yang terkait
dengan program dan kegiatan dengan tembusan ppKD.

(3) SKPD teknis yang bertanggungjawab terhadap bantuan keuangan kepada
pemertntah kecamatan dan desa, menyampaikan laporan kepada
Gubernur dan bertanggungjawab terhadap pengeloraan bantuan keuanoan
tersebut.

(4) Laporan penggunaan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana
format pada Lampiran III peraturan Gubernur ini.

Pasal 29
Bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan
kepada kabupaten/kota, kecamatan dan desa pada ppKD dalam tahun
anggaran berkenaan.

Pasal 30
Pertanggungjawaban KpA dan pprK atas pemberian bantuan keuanqan
adalah:
a. Keputusan Gubernur tentang penetapan anggaran untuk bantuan

keuangan yang bersifat umum;
b. petunjuk teknis program maupun kegiatan untuk bantuan keuangan yang

bersifat khusus;
c. proposal yang dibiayai oleh bantuan keuangan yang bersifat umum yang

ditandatangani oleh bupati/walikota penerima bantuan;
d. surat pernyataan pencantuman dalam Ap1D/perubahan ApBD oleh

kabupaten/kota penerima bantuan keuangan bersifat khusus maupun
bantuan keuangan yang be!-sifat umum, yang ditandatangani oleh
Bupati/Walikota daerah penerima;

e. surat pernyataan pemanfaatan sesuai dengan peruntukkan yang
ditandatangani oleh bupati/walikota daerah penerima bantuan keuangan
KNUSUS;

f. bukti transfer/pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah provinsi ke Kas
Umum Pemerintah Kabupaten /Kota untuk bantuan keuangan khusus dan
bendahara pengeluaran SKPD teknis serta bantuan keuangan yang
bersifat umum;
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;. ;:iiiJh;ila; ;ii:aiiar darc ja; k;lG;:si p*.dukungi.ya 7a;lg ielah
ditandatanqani.

( 1 )

{? \

,  _ i . l l  l l

Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan
;ct:;';al tte5 p€rgEuiisan bantuen keuan.gan ;-ang diie;.ina, balk yang
bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterimanya.
Pei.tanggungjau;aban peneriina bantuan l..euangan nrellputi:
a. iaporan penggunaan
b. bt-l!li-bt-.:ktj ;rengelua:'an yang lengkap dan sah sesuei pe:.atufan

perundang-undangan.
Pe{anggungjawaban sebagainrana dirnakud pada a!€t (2J huruf a
disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari
tahun angoaran berikutnva, kecuali ditentukan lain sesuai neraturan
peru ndang-undanga n.
Petanogungjawahan sebaqaimana dimaksucl pada avat (.2\ hurttf b
clisimpan dan dipergunakan oleh penerima selaku obyek pemeriksaan.
Terhadao bantuan keuangan vang proses pencairan dananya melalui
SKPD Teknis buKi-bukti pengeluarannya disimpan dan digunakan oleh
SKPD bersangkutan selaku obvek pemeriksaan.

Pasal 32
Reaiisasi baniiiai'i kei.iangan ,iicanilimkan pada iaporan keuangan peiierlntah
daerah provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.

l ) ^ D  \ /
|. r-tti I

MONITORING DAN EVALUASI
Irasa] 33

SKPD Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian subsidi
dan bantuan keuangan.
Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disarnpaikan kepada Gubernu!- Cengan tembusan kepada SKpD yang
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Fasai 34
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal
? 1  - . . - +  , '  1 \  ! ^ - . , 1 - - - !  - ^ - --jr ay;i ili rercapai p€nggunaan dana subsidi dan bantuan keuangan yang
tidak sesuai dengan peruntukkannya, penerima subsidi dan/atau bantuan
keuangan dapat dikenakan sanksi untuk diproses hukum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(31

( 4 1
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3:e'"'i
KETENTUAN PENUTUP

?e*: ?I
Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka semua peraturan
/ - , , ! r ^ - ^ , , -  , , ? ^ ^  l . r t r t r  1 2 . t .  - ^ I r F r l , , m ^ \ , 1  \ r 1 ! . r ^  a r r ^ ^ ? + , , r  t - n h n n  ^ A d h o . i ; r 6

t  - '  t  - -  
/ e  

j  
: r  '  ( -  . 9 e r e .  ! e .  . + '  5

subsidi dan bantuan keuangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Gubernur ini
4a:!!' a,6+l:r- a!'.>aj'.

Peraturan Gubernur ini
Gcrcntelc.

D: .2 !  ?€

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
iapai r-^e:get;huin'il, nenerintahkan pengundanqan
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsr

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR C7
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Typewritten text
22 Januari 2013

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
22 Januari 2013



LAiJiPiMN i PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
i TAHUN 2013

.?2 "Lii---li.,- 2013
TATA CARA PEI.IBERIAN DAN PERTANGGUNGJAY/ABAN SUBSIDI
DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGAMN
PENDAPATAN DAN BELAN]A DAEMH PROVINSI GORONTALO

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

Yang bertandatangan dibawah ini:

1 .  N a m a  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l aba tan  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

2 .  N a m a  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l aba tan  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .
Bertindak atas nama Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DpRD)
KabupateniKota *)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Menyatakan akan memasukkan dana transfer berupa uang Bantuan Keuangan Khusus dari
Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk dimasukkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota *)

....... tentang APBD/Perubahan APBD dan peraturan Bupati/Walikota *)

tentang penjabaran ApBD/perubahan APBD Tahun Anggaran

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

1. Bupati/Walikota x)

..........{nama lengkap)

2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota *) . ....

Kap)
x) coret yang tidak perlu
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L\iAP]Ifi 1I1 II PEir'ATijP.Ai,] .jUBIRNUR GoRoNTALo
NON1OR .. 7 TAHUN 2013
TANGGAL :,.] Ji,:;-.!NI 2013
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGjAViABAN SUBSIDI

DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DAR] ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH PROVINSI GORONTALO

EUPATT/WALIKOTA

Nomor :

Yang bedandatangan dibawah ini Bupati/Walikota *)

Menyatakan bahwa Pert€ir intah Daerah Kabupaten/Kota *) . . . . . .

Akan mempergunakan dana transfer bantuan keuangan khusus sesuai peruntukkannya.

Demikian Surat Pernyatd,ln ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

E u p a t i / W a l i k o t a ' )  . .  .

*) coret yang tidak perli.,J
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LA:.iP1P#I :Ii PEP*J --P-\I,I SUSTP.|.IUR GCRCI{-.ALC.
NOMOR i  7  TAHUN2013
TANGGAL '.

TENTANG :
* . -  . i r - l ( J r - 1 i :  Z U 1 5

TATA CARA PEI.IBERiAI.J DAii PERTAI,JGGUI{GJA'f/ASAIi 5UB51DI
DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGAMN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH PROVINSI GORONTALO

BUPAII/WAUKOTA

LAPOMN PENYEMPAN PENGGUNMN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
TAHUN ANGGAMN

Yang betandatangan dibawah ini Bupati/Walikota *) menyatakan
bahwa saya bertanggungjalvab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi penyerapan Dana
Bantuan Khusus Tahun Anggaran sebagai berikut:
Penerimaan dari Kas Umum Daerah:
Tahap I
TAhAn ll

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga
Tahao I

Tahap II
Sisa Bantuan Keuangan di Kas lJmum
Persentase Sisa Bantuan Keuangan

' Q n

' R n

meialui SP2D Daerah:
: R p  . .
'  P n

Daerah  :  Rp . . . . . . . . .  . . .

Realisasi pembayaran dari Rekening Kas Umum

Daerah (melalui SP2D Daerah) (Rp.)

Tahap ini
Kumulatif s.d

rahap inr

Pagu Anggaran
(Rp.) Tahap

seDeiumnya

Bukti-buKi realisasi pembayaran kepada pihak
disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk
pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
Demikian Laporan ini dibuat dengan sbenarnya.

x) coret yang tidak perlu

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Bupati/Walikota *)

ketiga yang
kelengkapan

tercantum
administrasi

SisJ Pag{.]
Anggaran

(Rp.)

daiam laporan,
dan keperluan
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